                                                                                    BAB I
PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Olehkarenanya hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerjanya.
Laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016 disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati pada awal Tahun Anggaran 2016 setelah DPA Tahun Anggaran 2016 disyahkan dan selanjutnya Laporan ini diserahkan kepada Bupati paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja ini menyajikan informasi tentang :
· Uraian singkat organisasi;
· Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
· Pengukuran Kinerja;
· Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud, yang juga mencakup analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya. 
Langkah-langkah penyusunan Laporan kinerja ini adalah :
· Inventarisasi sasaran dan indikator kinerja serta target yang ditetapkan pada tahun berkenaan;
· Mengumpulkan data laporan hasil kinerja dari masing-masing PPTK dan KPA selaku Pelaksana dan Pengendali serta penyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan;
· Menganalisa realisasi dan capaian kinerja dan mapping ke sasaran dan indicator sasaran. 
Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu instrument pertanggungjawaban pemerintah yaitu pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai.

1.2. 	LANDASAN HUKUM
Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016, adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja; 
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang dihasilkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 
Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 adalah sebagai :
1. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
2. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
3. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.





1.4. GAMBARAN UMUM SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Kependudukan, membawahi :
1. Seksi Pendaftaran Penduduk
2. Seksi Mutasi Penduduk
3. Seksi Dokumentasi Penduduk
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
1. Seksi Kelahiran dan Kematian
2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak
3. Seksi Dokumentasi Catatan Sipil
e. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi : 
1. Seksi Pengumpulan dan Dokumentasi Data Penduduk
2. Seksi Pengendalian Sistem Informasi Adm. Kependudukan
3. Seksi Statistik dan Pengolahan Data Kependudukan
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
1) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil; 
2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5) Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis  di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di bawah, ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
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Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik






1.4.1. Sumberdaya 
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia yang dimiliki adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1 
SDM berdasarkan Jumlah Pegawai
	NO
	URAIAN JABATAN
	JUMLAH

	1.
	Eselon II
	1

	2.
	Eselon III
	3

	3.
	Eselon IV
	10

	4.
	Jabatan Fungsional
	0

	5.
	Staf PNS
	33

	6.
	Non PNS
	65

	
	JUMLAH
	112



Tabel 1.2 
SDM  berdasarkan Jabatan dan Pendidikan
	NO
	PENDIDIKAN
	JABATAN
	STAF PNS
	NON PNS
	JUMLAH

	
	
	Es. II
	Es. III
	Es. IV
	
	
	

	1.
	S-3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	S-2
	-
	3
	3
	1
	-
	7

	3.
	S-1
	1
	-
	7
	7
	5
	20

	4.
	SM / D-3
	-
	-
	-
	3
	5
	8

	5.
	D-2 & D-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	SLTA
	-
	-
	-
	22
	55
	77

	7.
	SLTP
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	SD
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	JUMLAH
	1
	3
	10
	33
	65
	112












1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2016 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2016. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016; Perbandingan capaian kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP
[bookmark: _GoBack]Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja  dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerjanya.


 
